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PROVINSI SUMATERA SELATAN,

anwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat {2)
Peraturan Menterl Apama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenpgaraan Pendidilkan Madrasah, perlu memberikan izin

operasional terhadap Madrasah Swasta di linglangan Rantor
Wilsavah Kementerian Agama Provinst Sumatera Sclatan;

Yahwe dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasak
yang bermuat, periu memberilean kesempatan masyaralkat melalai
oryanizasl berbadan huloam untuk menyelenggaralan madrasah
sesuzl denpen standar nasional pendidikan;

- Bahws Madrassh yang tereantum dalam Lampiran Keputusan ini

telah memenuhi persyaratan administratif, tekenis, dan kelayalan
vang telah ditctapkan:

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalesud dalam

hurwf oo B dan o di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kancor Wilayah Kementerian Agama Provinai Sumatera Selatan
tentang  Pemberian  lzin  Operasional Pendiriann Madrasah
Tsanawivan Al-Minhajul Islamiyyah Kota Palembang.

 Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sislem

Pendidilean Masional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
JU03 Nomoer 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor +301);

. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran KNegara Republik Indonesia Tahun 20035 Komor 157,
Pamhbetian Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Mmmnor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor  4496) sebagaimana  telah dinbah dengan  Peraturan
Pemerintoh MNomor 32 Tahun 2013 tentang Perubshan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabhun 2005 tentanp Standar
et o et e Alidilram 1T e baran WNesara Bepoblik Indonesia Tabhan



LA

Lk,

Peraturarn Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib .
Belzjar Pendidikan Daszar [Lembaran Negara Republik Tndonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4263);

. Persruran Pemerintah Nomaor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Maomnr 264,

Peramuran Pemerintahh Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
iLembaran NWesara Republik Indpnesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494 1);

1. Ieraturan Permeriniah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penvelengesrasn Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Irdanesia Tahun 2010 Nomoer 23, Tambahan Lembaran Negara
Renublik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
de:-'Lgmz Peraturan Pemerintah Neomer 66 Tabun 2010 tentang
Perubaban Atas Peraturan Pemerintalh Nomoer 17 Tabun 2010
rentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
MNegara Fepublik Indonesia Tabun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomeor 31357);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sorana dan Prasarana Uniuk Sekolah Dasar/Madrasah
ibridaivab, Sekolah Menengah Pertama/Madrasab Tsanawiyah,
can Sckolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan hMenteri Pendidikan Nasional Nomer 15 Tahun 2010
Tentang Standar  Pelayanan Minimal Pendidikan el
Habupsien/ Eota sebagaimana telah diabab menjadi Peraturan
Nenteri Peodidikan dan Kebudavaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubaban ataz Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Momor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidiltan di Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menter] Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penpawas
Macrasah dan Penpawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
|Gerita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
;;;‘_-.--;nuir-mr--a telabh diubah dengan Peraturan Menteri Apama
Nomor 21 Tohun 2013 tentang Perubahan Atas Perafuran Menteri
Agurry Momor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pensawas Pendidikan Apsma Islam pada Sckolah [Benita Negara
f:{c-*|_.-1_- blilc Indonesia Tahun 2013 Nomor 6849);

CPeraturan Menter! Agama MNomor 13 Tabun 2012 tentang

Orzanisast doan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Berit Mepara Republik Indonesia Tahuan 2012 Nomor 851);

. Peraturan Menter: Apgama Nomor 90 Tahun 2013 tentang

J’L-r'-wlr.:ﬁ.:*ﬁl'-a:' Pendidilean Madrasah [Berita Nepara Republik
lndonestz: Tahun 2013 Nomor 1382) scbagaimana telah diubah
(1EC1rAT PLr-:ﬂLumn Menteri Apama Nomor 60 Tabhun 2015 tentang
Perubakan Atas Perataran Menteri Agama Nomor 90 Tabhun 2013
wentang Penyelenpparaan Pendidikan Madrasah (Berita Nepara
Repubhk Tndonesia Tabuan 2015 Nomor 1733);
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MEMUTUSHEAN :

KEPUTUSAN HEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSD SUMATERA SELATAN TENTANG
PEMEBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TEANAWIYAH AL-MINHAJUL ISLAMIYVYAT KOTA
PALEMEBANG.

Memberikan izin operasional pendirian madrasal kepada
Madrasah sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran yang
merubakan bagian tidak terpisahkan dar Keputusan ini.

setelabh janpka waktu 4 tohun, Kepala Madrasah yang

o vt e e e Tin 3 2 N
rersangkutan wajib;

a. Menyampaikarn laporan perkembangan Madrasah Lepada
tepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikil perkembangan jumlah peserta didile, pelaksanasn
kurtkulum, pelaksanaan pemenuhan  standar  sarans
prasarana, dan pelaksanasn pemenuhan standar pendidil
dan tenaga kependidikan; dan/atau

. Mengajukan pendaftaran visitasi alkreditasi
sckolah/madrasan kepada BAP-3/M sesuai ketentuan
neraturan perandang-undangan.

Ualam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimmaksud
dulom Diletum KEDUA hurnf & dinilai memenuhi standar
pelavarvan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
bsil alereclitasi scbagaimana dirnaksud Diktum KEDUA huruf
b mendupat peringleat minimal ©, maka izin operasional
stbagaimana dimaksud dalam Diletum KESATU tetap berlalai.

Ualam hal perkembangan Madrasah scbagaimana dimalksud
calam Diklum KEDUA buruf a diniai memenuhi standar
pelavanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan Jatau
Pl alreditasi sebagaimana dimaksud Dilchum KEDUA huraf
B titdak mendapat peringkat minimal ©, maksa izin operasional
sebagaimana dimalesud dalam Diktum KESATU dicabit,

Lepulusar ini miial berlalo pada tangpal ditetaplian.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 15 Desernber 2017

KEEPALA KANTOR WILAYAL
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN -
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

FizOIVINSL SUMATERA SELATAN

MOMOR | 557 TAHUN 2007

TENTANG

PE R BERIAN 1ZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL-MINHAJUL ISLAMIYYAH
KOTA BPALEMBANG

[DENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN [ZIN OPERABIONAL

[ 1 [Mama Madrasah MTS. AL-MINHAJUL. ISLAMIYYAH _l

Tomnor Statiznik Madrasah 121216710055

3 |Alarsat Madrasah Jalsm Pulo kerto. Bt 23, Rw(4 Kel. Pulo
| Herto.Kec . Gandus pa lembang

Deza / Kelurahan Pulo Kerto

| Kecamatan Ganduos

| Kota Palembang

Provinsl Sumatera Selatan
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* |Nama Organisasi Penyelenggara VAYASAN AL-MINHAJUL ISLAMIYYAH

| 5 'Akte Natarls Organisss Mo, 9 AVRIAZTHENI PUTIEI

[eriyvelengegara GAYATRISH, M. Kn Tanggal 14 Agustus

2017

§ | Pengesanan Alkte Natars AHU-0012624.AH.01.04 Tangeal 18

| | Organisasi Ponyeicenggard Aguastus 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN-AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
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